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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kapal tunda (tug boat) antara PT Hartakie Ekspres Indonesia dan PT. Trust Line Marine adalah PT. Trust Line Marine  (tergugat) sebagai pihak yang menyewakan berkewajiban menyediakan Kapal TB Trust 36/B5 Trust Linu 306, namun ternyata kemudian diganti oleh Tergugat menjadi TB Trust 77 yang memiliki spesifikasi mesin yang lebih rendah dari yang diperjanjikan dan mengalami kerusakan dan mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, sehingga tergugat telah terbukti wanprestasi.

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa kapal tunda (tug boat) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pdt/2023  adalah PT Hartakie Ekspres Indonesia, bertanggung jawab atas pengoperasian kapal selama dicharter (setelah tanggal On Hire).  Membayar harga sewa sesuai dengan kesepatan yaitu perjanjian sewa menyewa kapal. Pemberi sewa dan pemilik kapal secara otomatis wajib untuk menyerahkan kapal yang baik dan layak operasi, menyediakan/mempekerjakan awak kapal yang profesional dan memenuhi standar kelayakan, memelihara kapal dengan sebaik-baiknya sehingga kapal tetap layak laut. Kewajiban PT Hartakie Ekspres Indonesia adalah merupakan hak dari PT. Trust Line Marine dan sebaliknya kewajiban PT. Trust Line Marine merupakan hak dari PT Hartakie Ekspres.
Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pdt/2023  adalah mengabulkan gugatan penggugat sebagian karena tergugat terbukti  secara sepihak mengganti kapal TB Trust 36 yang disewa oleh Penggugat dari Tergugat menjadi kapal TB Trust 77 yang memiliki mesin dan spesifikasi lebih kecil dan kondisi rusak, yang menyebabkan kerusakan pada 225 karung pupuk milik Penggugat, sehingga penggugat menderita kerugiansebesar Rp1.651.220.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
Saran

Agar pelaksanaan perjanjian sewa menyewa berjalan dengan lancar dan masing-masing pihak tidak mengalami kerugian, maka pihak penyewa harus menyadari dan melaksanakan kewajibannya yaitu membayar uang sewa sesuai dengan kesepakatan.

Agar penyewa dapat melihat dan memahami apa yang menjadi syarat-syarat serta resiko-resiko yang ditimbulkan apabila tidak memenuhi isi perjanjian.
Agar para pihak, jika timbul perselisihan hendaknya terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Jika dengan musyawarah tidak tercapai kata sepakat barulah perselisihan tesebut diajukan ke pengadilan.
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